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GUBERNIJR LAMPT'NG

PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG
NOMOR I TAHUN 2015

TENTANG

PERTANGGUNGJAIIIABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (i)
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah
mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Ral<yat Daerah
berupa laporan keuangan yarrg telah diperiksa oleh Badan
Pemeriksa Keuangan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana climaksud
huruf a perlu. membentuk PeratLlran Dacrah tentang
Pertan;igungjawaban Pelaksanaan Ar.rggaran Penclapatan dan
Belanja Daerah Provinsi Lampung Talrun Anggzrrzrn 2014;

Mengingat 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3
Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung
dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959
tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 8)
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2688);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi
dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 33 12) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan
Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 3569);
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4. Undang-Undang Nomor 2l Tahun 1997 tentang Bea
Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688)
sebagaimana telah diubah dengan Undalg-Undang Nomor
20 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3988);

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor, 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomo:- 3851);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 20O3 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Rcpublik Ir-r<lonesia Tahr-rn 20O3
Nomor 47, Tambahan Lembarar- Neg:rrir Republil< Ir.rckrnesia
Nomor 4286);

7. Undang-Undang Nomor I Tahtrn 2OO4 tcrltang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggungjarvab Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O04 Nomor
66, Tambahan Lembaran Negara Repr-rblik Indonesia Nomor
a400);

9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesi4 Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

10. Undang-Undang -Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);

11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

12. Undang-Undang Nomor 12 Tahttn 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2oll Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
52341:.

13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa ka1i, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 20 14 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679l,;
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14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
45O2) scbagaimana telah beberalta kali cliubalr tcrakhir
dengan Pcraturan Pemerintah Nomor 74 'lahun 20 l2 tentang
Perubahan atas Peraturar Pemerinlah Nomor 23 Tahun
2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanzrn Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor
171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
s340);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4574);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tamba.han l,embararr Negara Republik
Indonesia Nomor 4575);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 20O5 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

18. Peratural Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Repubiik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

19. Peraturan Pemerirttah Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan
Minimai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20vJ
Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4585);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4593);

2 1 . Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
a6tal

22. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah,
Laporan Keterangan Pertanggungiawaban Kepala Daerah
Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada
Masyarakat (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun
2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Rcpublil<
lndonesia Nomor 4693);
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23. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 5165);

24. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5272);

25. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sebagaimarra telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden
Nomor 70 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Presideh Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang dan Jasa;

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuargan Daerah
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peratural Menteri Dalam Negeri Nomor 2 1 Tahun 201 1 ;

27. Perafitran Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007
tentang Pokok-Pokok Perencanaan Pembangunan dan
Pengeloiaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi
Lampung Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan Lembaran
Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 15);

28. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2014
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi
Lampung Tahun Anggaran 2Ol4 (Lembaran Daerah Provinsi
Lampung Ta-hun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran
Daerah Provinsi Lampung Nomor 399);

29. Peraturan Daeiah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2014
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2015-2019 (Lembaran
Daerah Provinsi Lampung Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 4041);

Dengan Persetujuan Bersari ra
DEWAN PER1VAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG

dan

GUBERNUR LAMPUNG

Menetapkan

MEMUTUSKAN:

PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2014.

Pasal 1

(1) Pertanggungiawaban pelaksanaan APBD berupa laporan
keuangan memuat:
a. Laporan reaiisasi anggaran;
b. Neraca;
c. Laporar arus kas; dan
d. Catatan atas laporan keuangan.
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(2) Laporan Keuangan sebagaimana
laporan kinerja dan ikhtisar
Daerah / Perusahaan Daerah.

dimaksud pada ayat (1) diiampiri dengan
laporan keuangan Badan Usaha Milik

Pasal 2

Laporan rea.lisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a
Tahun 2014 sebagai berikut:
a. Pendapatan Rp. 4.526.532.292.008,86
b. Belanja dan Transfer Ro. 4.454.t87.317.371,15

Surplus Rp. 72.344.974.637,71

c

2. Selisih anggaran dengan realisasi
Rp. I 6 1. 790.24 2.7 54,7 Odetgan rincian sebagai berikut
a. Anggaran bclanja
b. Realisasr

Selisih tebih

Pembiayaan
Penerimaan .

Pengeluarar-r
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran

a. Anggaran pendapatan
b. Ilcalisasi

Sclisih kurar-rg

a. Anggaran pengeluaran pembiayaan
b. Realisasi

Selisih lebih/kurang

Rp. 111.556.179.7i3,43

Rp. 111.531.483.970,43

Rp 4.576.79t.O50.793,t3
4.525532t2e2.o93&6Rp

Rp. 50.2s8.758.784,27

belanja sejumlah

Rp. 4.615.t)77.560.125,85
Rp. 4.454.1A7.317.371,15

72.344.974.6 37.71

Rp
Rp

4 | .t4r.205.075,72
1 .930.000.000,00

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimaria dimaksud dalam Pasal 2 sebagai
berikut:

1. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah (Rp. 50.258.758.784,27]l
dengan rincian sebagai berikut:

Rp. 161.79O.242.754,7O

3. Selisih defisit anggaran dengan realisasi surplus sejumlah Rp
1 1 1.531.483.970,43 dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran defisit
b. Realisasi

Selisih lebih

Rp (39.186.sog.332,72)
Rp

4. Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan
Rp. 41. 141.20 5.075,72 dengan rincian sebagai berikut:
a. Anggaran penerimaan pembiayaan Rp.

sejumlah

0,00
b. Realisasi Rp. 41.141.205 .o75_72

Selisih lebih Rp. 4t.t41.205.o75,72

5. Selisih anggaran dengan rea,lisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah
Rp. 0,00 dengan rincian sebagai berikut:

Rp.
R

1

1

.930.000.000,00

0Rp. 00

l
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6. Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan neto sejumlah
Rp. 4 1 . 1 4 1 . 20 5.O7 5,7 2 dengan rincian sebagai berikut:
a. Anggaran pembiayaan netto Rp. (1 .930.000.000,00)
b. Realisasi R 2l

Sclisih lebih / l<ur:rng Rp. 4r.141.205.O75,72

Pasal 4

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat
Tahun 2014 sebagai berikut:

a. Junrlah Aset Rp.
b. Jr-unlah Kewajiban Rp.
c. Jurnlah Ekuitzrs Dana Rp.

(1! huruf b per 31 Desember

6.109.O7 3.61,7 .493,28
57a.'268.132. I 13,09

5.530.805.485.380, l9

Pasal 5

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud da.lam Pasai 1 ayat (l) huruf c untuk
tahun berakhir sampar dengan 31 Desember Tahun 2014 sebagai berikut:

a. Saldo kas awal per 1 Januari 2014
b. Korcksi lias
c. Arus kas bersil-r dari aktivitas operasi
d. Arus kas bersih dari aktivitas investasi

Asset non-keuangan
e. Arus kas dari aktivitas pembiayaan
f. Arus kas dari aktivitas non-anggaran
g. Saldo kas akhir per 31 Desember 2Al4

4t.r16.509.332,72
(49.384.272,OO)

82 1.010.318.627,83
(9 L9 .97O.527 .239 ,92]l)

(1.930.000.000,00)
2.75t.972.551,O0

114.234.O72.249,43

Rp
Rp
Rp
Rp

Rp
Rp
Rp

?asal 6

Catatan atas laporan keuangal sebagaimana dimaksud dalam Pasai I ayat (1)
huruf d Tahun Anggaran 2Ol4 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun
kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 7

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal I tercantum dalam Lampiran Peraturan
Daerah ini merupakan bagian yang terpisahkan dalam Peraturan Daerah ini yang
terdiri dari:

a. Lampiran I : Laporan realisasi anggaran;

Lampiran I.l :Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan
pemerintah daerah dan olganisasi;

Lampiran L2 : Rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan
pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja, dan
pembiayaan;

Lampiran I.3 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut
urusan pemerintah daerah, organisasi, program dan kegiatan;

Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut
urusan keselarasaa dan keterpaduan urusan pemerintahan
daerah dan fungsi daiam rangka pengelolaan keuangan
negara;
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